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Abstrak 

Perjanjian saham merupakan perjanjian saham dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pihak bisnis dengan 
pihak lain untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut. Perjanjian saham ini diatur 
oleh syarat-syarat transaksi saham, syarat-syarat tersebut sangat penting untuk menghindari konflik 
seperti konflik wanprestasi. Namun, masih banyak pihak-pihak yang tidak mentaati sehingga terjadinya 
wanprestasi. Wanprestasi memiliki banyak dampak negatif seperti kerugian dan menurunkan 
kepercayaan dalam dunia bisnis. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN 
JKT PST menjadi salah satu studi kasus yang menunjukkan dampak wanprestasi dalam perjanjian 
saham. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi tanpa alasan 
sah, seperti force majeure. Keputusan ini memperkuat pentingnya penyusunan perjanjian yang 
transparan serta pemahaman yang mendalam terhadap konsekuensi hukum wanprestasi. Analisis bukti 
yang menunjukkan ketidakpatuhan tergugat dalam memenuhi kewajibannya, yang berujung pada 
pembayaran ganti rugi kepada penggugat. Dengan adanya kasus ini mengetahui betapa pentingnya 
disiplin dalam memenuhi kontrak perjanjian yang sudah dibuat. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dan normatif untuk menganalisis keputusan hakim dan sengketa tersebut. Hasilnya 
menunjukkan bahwa pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap perjanjian. Diharapkan, 
penegakan Hukum yang tegas terhadap kasus wanprestasi dan bagi pihak-pihak yang menjalankan 
perjanjian memiliki kehati-hatian dan bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah disetujui bersama. 

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
52/Pdt.G/2020/PN JKT PST 

 
Abstract 

A stock agreement is a contract made between two parties, namely a business party and another party, to 
establish the rights and obligations of both parties. This stock agreement is governed by the terms of the 
stock transaction, which are crucial to avoid conflicts such as breaches of contract. However, there are still 
many parties that do not comply, leading to breaches of contract. Breach of contract has many negative 
impacts, such as losses and a decline in trust within the business world. The Central Jakarta District Court 
Decision No. 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST serves as a case study that illustrates the impact of breaches of 
contract in stock agreements. In this case, the judge ruled that the defendant had committed a breach of 
contract without valid reason, such as force majeure. This decision reinforces the importance of drafting 
transparent agreements and having a deep understanding of the legal consequences of breaches of 
contract. The analysis of evidence showed the defendant's non-compliance with their obligations, resulting 
in compensation payments to the plaintiff. This case highlights the significance of discipline in fulfilling 
contractual agreements that have been established. This study employs qualitative and normative methods 
to analyze the judge's decision and the dispute. The results demonstrate the importance of legal certainty 
and justice in every agreement. It is hoped that strict law enforcement regarding breach of contract cases 
will encourage parties involved in agreements to exercise caution and take responsibility for the 
agreements they have mutually approved. 
Keywords: Breach of contract, Agreement,Central Jakarta District Court Decision Number 
52/Pdt.G/2020/PN JKT PST 
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PENDAHULUAN 

Saham menjelaskan mengenai kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Saham 
merupakan salah satu alat penting dalam struktur permodalan suatu perusahaan, sehingga 
setiap transaksi saham mempunyai dampak terhadap keseimbangan keuangan dan 
operasional perusahaan. Kemudian perjanjian saham, perjanjian saham adalah kontrak formal 
yang berisi kesepakatan tentang syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dengan penjualan 
dan pembelian saham di suatu perusahaan. Perjanjian ini tidak hanya mengatur pembagian 
keuntungan dan kerugian, tetapi juga menetapkan dengan jelas apa yang dijual, kepada siapa 
dan berapa harganya, serta kewajiban dan tanggung jawab lainnya. Perjanjian saham yang jelas 
dan transparan akan sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik-konflik di kemudian 
hari. Namun, meskipun perjanjian saham sudah dirancang dengan baik, tidak jarang pihak-
pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi yaitu ketika salah satu pihak tidak memenuhi 
prestasi atau kewajibannya sesuai apa yang disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi dapat 
terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan dalam pembayaran, penghindaran dari 
kewajiban kontraktual, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disetujui. Tindakan ini 
tidak hanya merugikan pihak yang patuh, tetapi juga dapat merusak kepercayaan di dalam 
komunitas bisnis dan berdampak pada reputasi perusahaan. 

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST 
menjadi salah satu contoh tindakan wanprestasi dalam perjanjian saham. Dalam perkara ini, 
pengadilan memutuskan tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi 
kewajibanya berdasarkan perjanjian saham yang ada. Tergugat tidak dapat memberikan alasan 
yang sah seperti adanya keadaan force majeure, untuk membenarkan pelanggaran kontrak 
tersebut. Sehingga keputusan ini memberikan preseden penting dalam penerapan hukum 
Indonesia, terutama Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini juga mencakup 
pentingnya kejelasan dalam penyusunan kontrak, termasuk ketentuan tentang bagaimana jika 
pihak dari perjanjian gagal memenuhi kewajiban dari perjanjian yang sudah disetujui tersebut. 
Satu kunci utama dari kasus ini adalah bagaimana hakim menilai bukti dan argumen yang 
diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam proses pengadilan, hakim berfokus pada bukti-bukti 
konkret yang menunjukkan ketidakpatuhan tergugat terhadap perjanjian yang telah 
disepakati. Penggugat berhasil menyajikan bukti-bukti kuat, termasuk dokumen perjanjian dan 
bukti pembayaran, yang menunjukkan bahwa tergugat tidak menjalankan kewajibannya 
dengan baik. Keputusan dalam kasus ini juga menyoroti pentingnya memahami konsekuensi 
hukum dari wanprestasi, baik pihak yang melanggar maupun pihak yang dirugikan. Hakim 
tidak hanya menegakkan peraturan yang ada, tetapi juga memberikan peringatan kepada 
semua pihak bahwa ketidakpatuhan terhadap perjanjian dapat mengakibatkan kerugian yang 
signifikan. 

Di Indonesia, berbagai regulasi telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan para 
pihak dalam perjanjian saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas mengatur tentang penyusunan dan pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan 
saham, serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham. Hukum 
positif ini mencakup sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam perjanjian, serta 
menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses melalui pengadilan. Kasus 
ini memberikan pelajaran penting mengenai risiko hukum dan bisnis yang terkait dengan 
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wanprestasi, serta perlunya mematuhi kesepakatan yang telah disetujui untuk menjaga 
kepercayaan dan stabilitas dalam dunia bisnis. Penulis akan membahas Bagaimana 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
52/Pdt.G/2020/PN JKT PST dan Bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang melanggar 
wanprestasi atau tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
52/Pdt.G/2020/PN JKT PST. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi pengingat bagi 
pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian saham, tetapi juga memberikan pelajaran berharga 
tentang pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan dalam setiap transaksi kontrak yang 
sudah dibuat. Kedepannya diharapkan dapat berhati-hati dan bertanggung jawab dalam 
menjalankan kewajiban kontraktual untuk menjaga wanprestasi yang serupa. Rumusan 
Masalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST? Bagaimana tanggung jawab hukum pihak 
yang melanggar wanprestasi atau tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST? 
 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. yaitu penelitian 
yang memproses tentang aturan hukum yang berlaku guna menjawab kasus hukum yang 
dibahas dalam jurnal penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan cara menelaaah teori, konsep, 
asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan. Dalam penelitian ini, 
peneliti berupaya mengkaji, dimana metode ini mengkaji Hukum yang berlaku. Penelitian ini 
berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang terkait dengan norma- norma, aturan, atau 
pedoman yang diikuti atau diterapkan dalam praktik. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya 
mengkaji Bagaimana majelis hakim mempertimbangkan putusan adanya wanprestasi dalam 
perjanjian saham yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST dan Bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang 
melanggar wanprestasi atau tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
52/Pdt.G/2020/PN JKT PST. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 
beberapa kategori. Data Primer mencakup perundang-undangan dan putusan hakim yang 
menjadi acuan utama. Adapun peraturan yang digunakan antara lain adalah Pasal 1313, Pasal 
1320, Pasal 1338, Pasal 1340, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta HIR. 
Data Sekunder merujuk pada semua publikasi yang mencakup teori, dokumen, jurnal hukum, 
serta komentar terhadap keputusan pengadilan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik 
ini. Data sekunder ini penting untuk memberikan konteks dan perspektif yang lebih luas 
terhadap isu yang diteliti. Bahan Tersier merupakan sumber yang membantu 
menyempurnakan pemahaman terhadap data hukum primer dan sekunder, termasuk materi 
dari media internet yang relevan dengan jurnal ini. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana penulis membaca 
dan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok 
permasalahan yang sedang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa langkah-
langkah yaitu penulis mengkaji bahan hukum yang diperoleh, melengkapi data hukum yang 
belum lengkap, dan menyusun ulang kalimat untuk kejelasan. Kemudian penulis menyeleksi 
dan mengklasifikasikan bahan hukum agar lebih terstruktur. Lalu penulis merangkum dan 
menjelaskan temuan berdasarkan dokumen yang tersedia. Data yang terkumpul dianalisis 
menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis 
kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan mendalam. 
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Dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan masalah dengan mengamati, 
menguraikan, dan mendeskripsikan masalah hukum tentang bagaimana majelis hakim 
mempertimbangkan dan memutuskan adanya wanprestasi dalam perjanjian saham yang 
menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
52/Pdt.G/2020/PN JKT PST ,yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang 
fenomena yang diteliti. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST? 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST, majelis 
hakim mempertimbangkan secara cermat sejumlah faktor hukum dalam menentukan apakah 
telah terjadi wanprestasi terhadap kontrak terkait perjanjian saham yang disengketakan. 
Pertama, hakim menilai ketentuan hukum perdata yang mengatur perjanjian tersebut. 
Diantaranya ada pasal 1313, 1320, 1338, 1340 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata 
menerangkan bahwa suatu kontrak perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu 
orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya ke satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 
KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian dapat sah, dengan diperlukannya empat 
syarat: kesepakatan antara pihak-pihak, kecakapan pihak-pihak terkait, adanya objek tertentu 
dan dilakukan dengan sebab yang halal. Pasal 1338 KUHPerdata menerangkan semua kontrak 
yang dibuat oleh pihak terkait dibuat secara sah dianggap sah oleh para pihak di dalamnya. 
Pasal 1340 KUHPerdata menjelaskan bahwa kontrak perjanjian hanya berlaku antara pihak 
membuatnya. 

Kedua, hakim menimbang secara hukum PT.BBI dan PT.BBS apakah mengalami 
keterlambatan dalam memenuhi prestasi, tidak memberikan sama sekali, melakukan hal-hal 
yang tidak diperbolehkan pada kontrak perjanjian atau tidak melakukan sama sekali prestasi 
tersebut. Ketiga menimbang fakta hukum yang menjadi bukti dalam persidangan. Keempat, 
menimbang banyak hal dan melakukan penelusuran apakah para tergugat sudah berbuat 
ingkar janji kepada para penggugat. Kelima, menimbang PT BBI dan BBS yang belum 
menyelesaikan kewajibannya. Lalu menimbang Petitum, berdasarkan bukti yang di dapat para 
tergugat memiliki saham atau pemegang saham dari PT.PJA yang memiliki tunggakan sebanyak 
Rp 12.927.775.959,- .Karena kendala atas tunggakan tersebut belum dilunasi maka IUP OP PT. 
PJA tidak bisa diperpanjang kembali sebelum membayar tunggakan kepada negara. Dengan ini 
tunggakan menjadi kewajiban PT.PJA. Karena itu petitum ke-9 ditolak dengan menimbang PT 
BBI dan PT BBS melakukan wanprestasi sehingga semua perjanjian dan lain-lain termasuk 
Pengesahan Depkumham dibatalkan seperti yang ada di petitum penggugat nomor 4 sampai 8. 
Pertimbangan hakim adalah aspek penting dalam menetapkan nilai putusan, menjamin 
kepastian dan keadilan hukum bagi pihak yang ikut andil. Karena itu, pertimbangan harus 
dilakukan dengan teliti dan cermat. Dalam menyelesaikan sengketa, hakim mengolah dan 
memproses data dari persidangan, yang mencakup bukti, kesaksian, pengakuan, dan sumpah. 

Menurut Pasal 178 HIR/189 RBG, hakim wajib menyelenggarakan sidang untuk 
memutuskan perkara setelah pemeriksaan selesai. Putusan ini dihasilkan pada kesimpulan 
berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim harus 
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dari hukum yang berlaku. Pada kasus wanprestasi 
pengambilan saham dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2020/PN. JKT PST, sengketa ini melibatkan 
PT.PJA yang dipimpin oleh Mangasa Parsaoran Pasaribu, melawan beberapa pihak tergugat. 
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Penggugat mencari pemodal baru dan melakukan perjanjian pengambilalihan saham yang 
ternyata tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan. Meskipun penggugat sudah memenuhi 
prestasi,tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, yang mengakibatkan terjadinya 
wanprestasi. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan 
tergugat terbukti melakukan wanprestasi. Dalam pertimbangan, hakim menegaskan 
pentingnya kepastian hukum, merujuk pada Pasal 1313, 1320 dan 1243 KUHPerdata, serta 
menunjukkan bahwa hak-hak pihak yang dirugikan harus dilindungi. Dengan demikian, hakim 
mengakui hak penggugat untuk menuntut pembatalan perjanjian akibat wanprestasi, sesuai 
dengan ketentuan yang ada,Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban ganti rugi, 
hakim berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, menekankan pentingnya setiap 
pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati. 
 
Bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang melanggar wanprestasi atau tergugat 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST? 

Sengketa wanprestasi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 
52/Pdt.G/2020/PN JKT PST. Dalam proses kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk 
menyelesaikan perselisihan secara damai melalui mediasi. Namun proses itu tidak berjalan 
baik karena terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perkara sebelum 
dibawa ke pengadilan. Penggugat mendakwa tergugat karena gagal memenuhi kewajibannya 
berdasarkan kontrak perjanjian dan akibatnya penggugat tersebut mengalami kerugian 
finansial. Penggugat meminta pengadilan pengadilan untuk mempertimbangkan pelanggaran 
kontrak yang dilakukan tergugat dan menuntut kompensasi. Pertama, hakim memeriksa dasar 
hukum yang digunakan penggugat dalam gugatannya, Pasal 1243 KUHPer yang mengatur 
wanprestasi. Pasal ini menyatakan bahwa jika seseorang tidak memenuhi prestasi atau 
kewajiban yang tercantum dalam kontrak perjanjian, maka ia dianggap melanggar dan harus 
membayar denda. 

Penggugat kemudian menunjukan bukti yang mendukung gugatan wanprestasi, antara 
lain dokumen perjanjian kontrak bersama,bukti pembayaran dan lainnya. Pemohon mendakwa 
tergugat karena tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kontrak, khususnya mengenai 
pembayaran dan pengalihan saham. Selanjutnya tergugat mendalilkan tidak terpenuhinya 
kewajiban tersebut karena “force majeure” yang menghalanginya untuk memenuhi perjanjian 
tepat waktu. Dalam hukum kontrak, force majeure dapat digunakan sebagai pembelaan hukum. 
Force majeure adalah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum,yaitu kejadian-
kejadian di luar kendali orang yang tidak diperkirakan waktunya. Hakim kemudian akan 
memeriksa force majeure yang diajukan penggugat. Hakim menilai apakah syarat-syarat yang 
dijadikan dasar pembelaan terdakwa memenuhi atau tidak syarat force majeure. Namun, 
setelah hakim meninjau bukti-bukti yang ada, hakim memutuskan tidak ada alasan yang cukup 
untuk membenarkan penggunaan force majeure dalam kasus ini. Berdasarkan bukti-bukti, 
hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar kontrak perjanjian. Dalam putusan, hakim 
memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Hakim memutuskan bahwa 
tergugat bertanggung jawab atas kerugian penggugat. Pengadilan memerintahkan tergugat 
untuk membayar biaya berdasarkan kerugian yang dibuktikan penggugat. Akibat hukum dari 
kasus ini ada di Pasal 1266 KUHPerdata yang menjelaskan dalam perjanjian jika pihak ada yang 
melakukan wanprestasi di perjanjian yang sudah disepakati maka pihak yang lainnya dapat 
meminta pembatalan dan mendapatkan ganti rugi tetapi melalui pengadilan dan hakim. Dalam 
tanggung jawab pelanggaran wanprestasi tergugat harus melakukan kewajibannya untuk 
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membayar ganti rugi yang didebabkan dan memberikan ganti rugi untuk pihak yang dirugikan. 
Tergugat membayar hanya Rp.16.900.000.000,- yang artinya masih memiliki kekurangan 
sebanyak Rp.29.100.000.000,- dari total Rp. 46.000.000.000,- yang telah disepakati dalam 
perjanjian tersebut. Dalam Putusan No. 52/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, pembatalan sebagai 
permohonan PT.PJA, tergugat PT BBS dan PT BBI menerima akibat hukum berupa putusan 
kontrak pembelian kembali saham yang sebelumnya dibatalkan pada tanggal 13 September 
2013 telah ditandatangani dan disetujui, demikian pula kontrak pembelian kembali saham 
tanggal 13 September 2013 juga telah dibatalkan. 

Berdasarkan bukti yang di dapat para tergugat memiliki saham atau memegang saham 
dari PT.PJA yang memiliki tunggakan sebanyak Rp 12.927.775.959,- .Karena kendala atas 
tunggakan tersebut belum dilunasi maka IUP OP PT. PJA tidak bisa diperpanjang kembali 
sebelum membayar tunggakan kepada negara. Dengan ini tunggakan menjadi kewajiban 
PT.PJA. Penyelesaian sengketa dalam kasus ini menggambarkan pengadilan berusaha menjaga 
keadilan dan kepastian hukum di antara pihak. Dengan memberikan kesempatan untuk kedua 
belah pihak melakukan meditasi sebelum melanjutkan ke proses hukum, pengadilan 
menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Namun, itikad baik 
tidak ditunjukkan oleh salah satu pihak, pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan 
berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Selanjutnya, putusan ini juga memberikan perintah 
kepada para pelaku usaha tentang konsekuensi hukum dari tindakan wanprestasi. Dengan 
adanya ini, diharapkan semua pihak akan lebih berhati-hati dalam menyusun dan menjalankan 
perjanjian. Penegakan hukum yang tegas terhadap wanprestasi diharapkan dapat menciptakan 
lingkungan bisnis yang lebih sehat dan menumbuhkan kepercayaan di antara pelaku usaha 
dalam menjalankan perjanjian kontrak pembelian dan penjualan saham. 
 
KESIMPULAN 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST, 
Hakim menangani kasus ini dengan cermat dengan mempertimbangkan semua aspek atau 
faktor hukum yang menentukan adanya tindakan wanprestasi dalam perjanjian saham. Hakim 
merujuk pada ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur kepada syarat sahnya perjanjian. 
Hal ini menjadi landasan dalam menilai apakah para tergugat telah memenuhi kewajiban 
mereka sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kemudian hakim menganalisis tindakan PT.BBI 
dan PT.BBS terkait pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian. Hakim menilai dari bukti yang 
didapatkan, hakim menemukan tergugat melakukan wanprestasi. Dengan demikian, keputusan 
hakim menunjukkan bahwa tergugat telah mengingkari janji yang berdampak pada hak-hak 
penggugat. Hakim mengakui hak penggugat untuk menuntut pembatalan perjanjian akibat 
wanprestasi dan memerintahkan tergugat untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang 
dibuat olehnya. Meskipun tergugat mengajukan pembelaan berupa force majeure, hakim 
memutuskan tidak memiliki bukti yang cukup untuk memenuhi. Oleh karena itu, putusan ini 
tidak hanya menegaskan adanya wanprestasi, tetapi juga menekankan pentingnya kepastian 
dan keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam setiap perjanjian. Selain itu, keputusan yang 
dilakukan hakim ini penting dalam penegakan hukum kontrak saham di Indonesia, dimana 
hakim menunjukkan komitmennya untuk melindungi kepentingan para pihak dan memastikan 
bahwa perjanjian yang dibuat tidak diabaikan semena-mena oleh salah satu pihak, sehingga 
dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Putusan ini juga 
mencerminkan prinsip bahwa setiap pihak dalam perjanjian memiliki tanggung jawab untuk 
melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan tepat waktu. Hal ini menjadi peringatan bagi 
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pelaku bisnis untuk lebih teliti untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat, serta untuk 
memahami implikasi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Dengan penegakan hukum 
yang tegas terhadap wanprestasi, diharapkan dapat tercipta kontrak perjanjian saham yang 
sehat. 
 
Saran 
1. Memperkuat proses meditasi sebagai langkah awal sebelum persidangan 
2. Memberikan sosialisasi hukum kontrak perjanjian dan implikasi wanprestasi 
3. Meningkatkan transparansi dalam proses hukum 
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem penegakan hukum dan kepatuhan pihak-pihak 

terhadap putusan pengadilan 
5. Menegaskan kembali para pihak perjanjian untuk melakukan tanggung jawabnya 
6. Itikad baik untuk tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati 
7. Jika terdapat suatu permasalahan atas perjanjian yang sudah dibuat dapat diselesaikan 

dengan baik sesuai ketentuan yang sudah diatur oleh perjanjian. 
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